
 

 

7 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasaan Teori 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tahir, (2015:20), menyatakan 

bahwa: 

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) 

karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah 

ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang 

berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu 

masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan 

mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, 

dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah 

 

Sedangkan menurut Nugroho, (2016:16) bahwa:  

Istilah kebijakan (Policy) sering kali dicampuradukkan dengan 

kebijaksanan (wisdom). Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi 

pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang 

sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam 

proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di 

dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan 

keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor 

emosional dalam prosesnya. 

 

Selanjutnya Marzali (2015:20) menyatakan bahwa: 

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan 

mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan 

tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat 

perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola 

sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. 
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Kemudian Hasbullah, (2015:37) menyatakan bahwa: 

 “Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “policy” yang 

berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi 

pemerintah”.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas bahwa kebijakan harus dibedakan 

dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda 

artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan 

memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan 

mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya.  

Dengan demikian kebijakan dianggap tepat karena memusatkan perhatian 

pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau 

dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan 

yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Pemerintah 

sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat bisa dilihat 

dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Kebijakan bersumber dari usulan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam upaya menyelesaikan hambatan yang 

menjadi masalah disuatu lingkungan tertentu. Sumber pengusul sangat berperan 

dalam menetapkan progam-programnya dengan menetapkan tujuan dan sasaran 

yang diinginkannya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. 

a. Kebijakan Publik 

Nugroho, (2016:125) menyatakan bahwa: 

Kebijakan publik itu adalah “a relative stable, purposive course of action 
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followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter 

of concern” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 

persoalan tertentu yang dihadapi 

 

Kemudian Waluyo, (2017:43) menyatakan bahwa: 

Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara 

keseluruhan (community as a whole) dan memiliki daya paksa tertentu 

yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-

organisasi swasta. 

 

Subarsono, (2016:3) menyatakan bahwa: “Kebijakan publik pada 

hakekatnya berurusan dengan bagaimana memutuskan “who gets what and who 

pays given relative resource scarcity”.   

Kemudian Mulyadi (2015:37), mengemukakan bahwa: 

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang 

dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan 

tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi 

yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan  

tertentu.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa kebijakan publik merupakan  
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suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah dan memiliki daya ikat yang 

kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan yang diputuskan dengan maksud 

untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung 

dalam satu kebijakan tertentu. 

Kebijakan publik mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai 

tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok 

ataupun pemerintah.  Suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan 

nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

 

2. Implementasi  

a. Pengertian Implementasi  

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan 

tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman 

tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap 

suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari 

keseluruhan proses perencanaan kebijakan. 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 

tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.  

Subarsono, (2009:70), bahwa: “Implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi 
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bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan”. 

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang 

diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan 

terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang 

bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan 

yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. 

Menurut Mulyadi (2015:12), bahwa: 

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan terse but menjadi pola-pola operasional 

serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada 

hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya 

terjadi setelah program dilaksanakan. 

 

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan bahwa: 

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik 

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 

atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam kebijakan. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa 

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan program-programyang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau 

institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi Negara dan menyertakan 

sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan 

tersebut.  

b. Implementasi Kebijakan 

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada 

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting 

dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari 

beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.  
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Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan  

 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan- 

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.  

Waluyo, (2007:49) menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih 

dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang 

memperoleh apa dari suatu kebijakan.  

 

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang 

lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan 

negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat 

dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau 

kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.  

 

Mulyadi (2015:26) menyatakan bahwa: 

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau 

transformasi yang bersifat multi organisasi, dimana perubahan yang 

diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan 

berbagai lapisan masyarakat. 
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Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak 

akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat 

setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi 

upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi mayarakat 

Menurut Islamy (2009: 17), kebijakan memuat tiga elemen yaitu: 

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diiginkan 

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara 

nyata dari taktik atau strategi  

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa implementasi kebijakan adalah suatu 

tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-

onsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan 

tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari 

kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu 

telah diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang 

telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan 

tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 

c. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan.  

Menurut Winarno, (2016 :126-151), faktor-faktor yang mendukung 

implementasi kebijakan, yaitu: 

1) Komunikasi. 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, 

yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama 

yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang 

pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa 
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suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya 

telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi 

kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang 

mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika 

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-

perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

2) Sumber-sumber. 

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan 

meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 

yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku. 

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika 

para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang 

dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuat keputusan awal. 

4) Struktur birokrasi. 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur 

pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta  

 

Suatu kebijakan menyerap bermacam-macam tuntutan yang kadangkala 

bertentangan antara satu dengan yang lain. Untuk mengubah tuntutan-tuntutan 

menjadi hasil-hasil kebijakan (kebijakan-kebijakan publik), suatu sistem harus 

mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan 

memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan. 

Oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung 

sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem 

Menurut Wahab (2012:71-78), syarat-syarat untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna, yaitu: 

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana 

tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-

hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya 

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 
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d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu 

hubungan kausalitas yang handal 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya 

f. Hubungan saling ketergantungan kecil 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepati.  

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan 

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus 

dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. 

 

3.  Strategi Implementasi Kebijakan 

3.1 Pengertian Strategi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 763), strategi sebagai 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. 

Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik 

tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu 

diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan 

organisasi. 

Strategi merupakan suatu rangkaian kebijakan atau tindakan yang 

dilakukan terus menerus oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai 

tujuan tertentu berdasarkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan 

eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki. 

Strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa 

yang terjadi. Strategi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 
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dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 

prioritas alokasi sumber daya. 

Menurut Umar (2005:31), pengertian strategi adalah : “Suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai”.  

Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan 

masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi 

persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dengan 

berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. 

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh 

masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik 

atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan.  

Menurut Effendy (2007:32) strategi pada hakikatnya adalah :  

Perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, 

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.  

 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Sedangkan Rangkuti (2009:3) menyatakan strategi adalah :  
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Alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan 

dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, 

sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

eksternal. 

 

Dari uraian di atas bahwa didalam strategi yang baik terdapat koordinasi 

tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaandan 

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi perencanaan strategis 

penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya 

yang ada. 

1.2 Fungsi Strategi  

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang 

disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Assauri (2013: 7) menyatakan 

fungsi strategi adalah sebagai berikut: 

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada 

orang lain. 

2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 

organisasi dengan peluang dari lingkungannya.  

3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan 

yang dapat sekarang atau sekaligus menyelidiki adanya peluang-

peluang baru.  
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4. Menghasilkan dan membangkitkan lebih banyak sumber daya yang 

lebih banyak dari yang digunakan sekarang. 

5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas 

organisasi kedepan.  

6. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas kedepan  

 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa strategi dalam bidang 

apapun harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang sudah diuji kebenarannya. 

 

4. Pembangunan Infrastruktur 

4.1 Pengertian Pembangunan 

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan 

kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah 

kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan 

yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkingkan 

pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena 

stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan 

pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuham 

ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila 

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang 

diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. 

Menurut Handayani (2014:12) menyatakan bahwa: 

Pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas 

dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah 

besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk 
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mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh 

terhadap lingkungan mereka 

 

Pembangunan merupakan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih 

maju dari sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan perubahan 

menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan 

pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. 

Riyadi dan Bratakusumah, (2005:76) menyatakan bahwa: 

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya 

pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, 

pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan 

pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan 

pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan 

modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur 

perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan 

yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, 

azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, 

meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. 

 

Pendapat selanjutnya dikemukakan Basri dan Subri (2006:15) menyatakan 

bahwa: 

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah 

perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan 

sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka 

bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap 

negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila 

disertai dengan admnistrasi yang baik. 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikemukakan bahwa 

pembangunan merupakan segala usaha baik dari pemerintahan maupun swasta 

yang sistematik dan berkesinambungan/berkelanjutan. Pembangunan tidak dapat 

berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana 

perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik 

atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan 

harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek 

materi dari kehidupannya sehari-hari. Di samping itu pembangunan adalah upaya 

memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. 
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Dalam pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan adanya strategi-

strategi pembangunan agar pembangunan itu sesuai dengan perencanaan. Perlu di 

catat bahwa tidak semua negara menganut strategi pembangunan yang jelas 

biasanya, kebanyakan negara tidak mengikuti strategi pembangunan yang dapat di 

idetifikasi dan sering kali berubah-ubah. Bisa difahami apa peranan strategi 

pembangunan bagi banyak negara saat ini cenderung menjawab manajemen 

daripada melakukan transformasin sosial ekonomi. Pada gilirannya hal ini 

mengurangi reverensi teori pembangunan. 

4.2 Infrastruktur 

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 

dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 

penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-

pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem 

Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem 

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

 Menurut Kodoatie (2011 :76), menyatakan bahwa:  

Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-

fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi 

sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai 

optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. 

 

Sistem infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 

peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk 

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastuktur memiliki 

sifat ekstenalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan 

sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa 

fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif 

yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. 

Pembanguan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah 

sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan 
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sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pada 

prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efesiensi 

dan keadilan. 

 

4.3 Implementasi Strategi Pembangunan Infrastruktur 

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijakan sebelumnya. 

 Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa:  

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber 

yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). 

Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pembuat kebijakan. 

 

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan tindakan lanjut memberikan badan-

badan tambahan vitalitas dan keahlian, yaitu memperbaiki kemampuan mereka 

dalam melaksanakan program-program. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi 

sumber dukungan politik yang mempermudah implementasi kebijakan secara 

efektif. 

Implementasi kebijakan mempunyai empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut: 
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5. Komunikasi 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik 

individu maupun kelompok. Dalam kehidupan organisasi, komunikasi menjadi hal 

yang sangat penting dalam proses penyampaian informasi dari pihak komunikator 

pada pihak komunikan baik intern maupun ekstern. Lancarnya komunikasi 

menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya informasi yang disampaikan dan 

hal itu juga akan berpengaruh pada kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam 

organisasi tersebut (Ruslan, 2014: 34). 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. 

Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan 

informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan 

atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan 

baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. 

Winarno (2016:156) mengungkapkan bahwa: 

 

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat 

keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas 

apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan 

dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus 

ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.  

 

Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin 

keberhasilan suatu kebijakan. 

 

Selanjutnya Ismail, (2009:136) menyatakan bahwa: 

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi.  
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Berdasarkan penjelasan teori di atas maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan 

petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam 

menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor 

pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan 

yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

5.1 Sumber daya 

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan 

salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan 

tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga 

merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. 

Winarno (2016:161) menyatakan bahwa: 

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah 

salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan 

sumber penggerak dari pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang 

terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan 

sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang 

dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. 

 

Selanjutnya Ismail, (2009:136) menyatakan bahwa: 

Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 

kompetensi implementor dan sumber daya financial.  

 

Berdasarkan penjelasan bagian pertama (komunikasi) di atas, 

menyimpulkan bahwa perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara 

cermat, jelas dan konsisten dalam komunikasi, akan tetapi jika para pelaksana 

kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk menjelaskan kebijakan-

kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif.  

Dengan demikian, sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam 

melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting sebagai penunjang, 
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meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan 

pelayanan-pelayanan publik. 

 

5.2 Disposisi 

Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan 

dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang 

baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang 

baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik 

akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan. 

 

Ismail, (2009:136) menyatakan bahwa: 

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala 

menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan 

pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat 

mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai 

(pelaksana) dan insentif.  

 

Selanjutnya Winarno (2016:161) menyatakan bahwa: 

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga 

yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu 

kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan 

besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh 

para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah 

laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda 

dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanakan suatu 

kebijakan menjadi semakin sulit.  
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung kesuksesan 

implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan 

dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana 

mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalakan sebuah kebijakan tanpa 

menyimpang dari tujuan awalnya ataukeluar dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya demi terciptanya pelayanan publik yang baik. 

 

 5.3 Strukur Birokrasi 

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia 

atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai 

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut 

tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.  

 Ismail, (2009:136) menyatakan bahwa: 

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur.  

 

Selanjutnya Winarno (2016:176) menyatakan bahwa: 

Birokrasi merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau 

tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif 

dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan 

modern.  

 

Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses 

implementasi, maka struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk 

mengkaji implementasi kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan 

mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta 

sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka 

mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka 

menjalankan kegiatan tersebut.  
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Agustino (2016:153), menyatakan bahwa: 

Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasikea rah yang lebih baik adalah: melakukan Standar 

Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah 

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana 

kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung 

jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa 

unit kerja.  

 

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standard 

Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai 

tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para 

pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam berkerjanya organisasi-

organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari 

tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, 

kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat 

kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.  

Perbedaan ini akan berpengaruh dalam implementasi kebijakan dalam 

beberapa hal, yakni perbedaan itu seringkali menghalangi perubahan-perubahan 

dalam kebijakan, memboroskan sumber-sumber, menimbulkan tindakan-tindakan 

yang tidak diinginkan, menghalangi kondisi, membingungkan pejabat-pejebat 

tingkat yang lebih rendah. Hal itu menyebabkan kebijakan-kebijakan berjalan 

dengan tujuan-tujuan yang berlawanan, dan menyebabkan beberapa kebijakan 

menempati antara keretakan-keretakan batas-batas organisasi. 

Strategi merupakan suatu rangkaian kebijakan atau tindakan yang 

dilakukan terus menerus oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai 

tujuan tertentu. Menurut Umar (2005:31), bahwa: “ Strategi merupakan suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 
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jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai”.  

Implementasi bertujuan agar strategi yang telah dibuat tidak hanya 

dirumuskan dan tertulis saja tetapi ada kerja nyata sebagai bentuk dari 

pengimplementasiannya. 

Taufiq, (2011:2) mengungkapkan bahwa: 

Implementasi strategi merupakan proses dimana beberapa strategi dan 

kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru 

dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi 

merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. 

 

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan 

peruntukan berbagai pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang merupakan 

fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal 

pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan 

tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. 

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu syarat 

tercapainya tujuan pembangunan. 

Akdon, (2011:277) menyatakan bahwa: 

Proses pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen 

yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen-

komponen tersebut meliputi: kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, 

dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat 

diimplementasikan  

 

Dengan demikian bahwa implementasi strategi dapat diimplementasikan 

dengan baik apabila dalam proses pelaksanaan strategi dapat mengintegrasikan 

komponen-komponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. 
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Berkaitan dengan penelitian ini bahwa dalam mengimplementasikan 

strategi pembangunan infrastruktur akan berhasil apabila dapat melaksanakan 

faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan meliputi komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

 

B. Penelitian  Terdahulu 

Bahwa dalam penelitian ini, penulis melihat dan mengambil beberapa 

acuan/rujukan untuk dijadikan sebagai referensi untuk memudahkan dalam 

melakukan penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis perlu beberapa sumber-

sumber yang ada korelasinya mengenai konteks sistem rekrutmen partai politik 

dalam pemilihan legislatif. Ada beberapa yang dijadikan acuan/rujukan yaitu 

diantaranya, penulis mengambil acuan/rujukan dari peneliti terdahulu yang 

dilakukan oleh Murba tahun 2017 dengan judul: Studi Implementasi Program 

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten 

Bone. 

Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif, dengan melalui 

dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu 

kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet 

terkait dengan judul penelitan. 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi pembangunan 

infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat 

atau masih mengecewakan (tidak optimal), karena beberapa program 

pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang jalanan yang 

masih tidak terlihat ada perubahan dari beberapa tahun silam, listrik dan jaringan 

yang masih belum terealisasi hingga saat ini bahkan beberapa tahun belakangan 

ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Selanjutnya 

mengenai faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan 

infrastruktur di Desa Erecinnong ada beberapa faktor yaitu 1) Keterbatasan 

anggaran. 2) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan 
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masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan 

pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat 

rusak. Dan beberapa faktor lain seperti ketidakbersatuan masyarakat Desa 

Erecinnong dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, 

dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa serta konstruksi 

bangunan yang kurang bagus. 

Penelitian dari Jofi Andriya, tahun 2018 dengan judul: Implementasi 

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Bandung Pada Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah ukuran dan 

tujuan kebijakan dari pembangunan infrastruktur jalan seperti lampu penerangan 

jalan, trotoar dan drainase masih rendah, sumberdaya seperti sumberdaya manusia 

terdiri dari internal dan eksternal, sumberdaya financial terdiri dari alokasi dana 

dan sumberdaya waktu terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang, 

karakteristik agen pelaksana terdiri dari organisasi formal dan informal, sikap atau 

kecenderungan para pelaksana adanya penolakan atau penerimaan, komunikasi 

antar organisasi dan aktivitas pelaksana koordinasi yang dibutuhkan dalam 

pembangunan infrastruktur jalan. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Infrastruktur Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung (studi kasus: jalan 

pagarsih) dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen 

pelaksana, komunikasi antarorganisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan, faktor 

pendukung dilihat dari: sumberdaya manusia, sumberdaya waktu, sumber daya 

anggaran sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 

yang membuang sampah pada aliran air yang mengakibatkan genangan air dan 
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banyak jalan yang berlubang, upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi 

bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Pembangunan 

infrastruktur sangat penting untuk lebih diperhatikan dan menjadi prioritas 

pemerintah Desa Pananjung masih sangat minim sarana dan prasarana 

infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa 

Pananjung belum semuanya terealisasi sesuai dengan rencana yang diinginkan. 

seperti pembangunan saluran drainase yang sampai saat ini belum bisa dilanjutkan 

penyelesaiannya, kurangnya pemeliharaan hasil pembangunan berupa saluran 

irigasi. 

Dalam rencana-rencana strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa 

Pananjung salah satunnya adalah strategi pembangunan infrastruktur. 

Implementasi strategi pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih 

diperhatikan dan menjadi prioritas pemerintah Desa Pananjung.  

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan 

ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat, menunjang usaha-usaha pembangunan 

serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil 

pembangunan duntuk mewujudkan masyarakat adil makmur. 

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat 

diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai 

apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan 

dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi 

kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil 



31 

 

 

kegiatan pemerintah. Selain itu kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

kebijakan yang diharapkan.  

Sementara itu keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur 

atau dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program 

sesuai dengan dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program  

dari individual project  dan yang kedua apakah tujuan tersebut tercapai.  

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III yang dikutip 

oleh Agustino, (2016:136-142) faktor-faktor yang mendukung implementasi 

kebijakan, yaitu : 

1. Komunikasi. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam 

mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: 

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan 

menghasilkan komunikasi yang baik pula. 

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana 

kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah 

melakukan tindakan. 

c. Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu 

kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas. 

2. Sumber daya 

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah 

sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya 

pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya 

maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan 

kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.  

3. Disposisi 

Dispoisisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana 

kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya 

harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak 

terjadi bias. 
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4. Strukur Birokrasi 

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang 

besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.  

 

Dengan demikian implementasi kebijakan di atas syarat utama 

keberhasilan proses implementasi meliputi komunikasi berkenaan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, 

ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan 

dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan 

kebijakan. 

Srategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif, yang 

menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah dketapkan berdasarkan 

misi yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Effendy, (2007:32) menyatakan bahwa: 

Strategi pada hakikatnya merupakan perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan 

bagaimana taktik operasionalnya.  

 

Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses 

pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian 

atau seluruh sumberdaya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari 

pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh 

sumber daya pembangunan bersumber dari desa. Dengan demikian pembangunan 

dapat mengurangi ketimpangan dengan menyeimbangkan pembangunan yang 

dilakukan secara terpadu. Tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan 

proses pembangunan akan meningkatkan efektivitas dan produktifitas pedesaan 

dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 
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Menurut Zainal (2014 : 14), secara umum bahwa: “Pembangunan dimaksudkan 

untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa depan daripada kondisi yang 

ada pada waktu sekarang”.  

Pembangunan infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem 

ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur 

yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan 

dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. 

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu syarat 

tercapainya tujuan pembangunan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai implementasi strategi pembangunan 

infrastruktur desa oleh Pemerintah Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan dalam paradigma penelitian berikut 

ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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